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ABSTRAK

Dalil Maha, 2007, ANALISIS PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TAHUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
(Studi Bappeda Propinsi Sumatera Utara)

Dibawah Bimbingan Drs. Murbanto Sinaga,MA dan Drs.Kariono, MA
Terdiri dari: 86 halaman, 6 Bab, 6 Lampiran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara, sebagai
salah satu perangkat daerah yang khusus menangani Perencanaan Pembangunan pada
daerah Propinsi Sumatera Utara, mempunyai peranan strategis dalam rangka
pencapaian tujuan Pembangunan di Daerah Propinsi Sumatera Utara. Tugas utama
Bappeda Propinsi Sumatera Utara adalah Membantu Gubernur Sumatera Utara dalam
menentukan kebijakan di bidang Perencanaan Pembangunan di Daerah, memonitor
pelaksanaan  penyusunan  perencanaan program/proyek dan  melakukan
penilaian/evaluasi atas pelaksanaannya serta melakukan penjajakan kerjasama antar
Provinsi, Kabupaten/Kota maupun kerjasama dengan Provinsi yang berada di negara
lain .

Dalam rangka mencapai keberhasilan Perencanaan Pembangunan Tahunan
tersebut, maka sangat dituntut kinerja yang optimal dari setisp aparat Bappeda
Propinsi Sumatera Utara maupun untuk mensinkronkan dan mensinergikan rencana
program dan usulan dari setiap unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), selain itu,
memperhatikan, penganalisian dan meminimalisasi faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi kinerja suatu organisasi, faktor kepemimpinan dan budaya , etos kerja
, kebijakan-kebijakan dan keputusan yang ditentukan yang disesuaikan dengan iklim
situasi, kondisi dan politik yang dinamis dan realitas yang berkembang dengan
perobahan yang dihadapi dalam kehidupan hubunganya dengan kebutuhan masyarakat,
serta mengakselarasikan jenis peraturan dan ketentuan yang menjadi acuan dan
pedoman. Dengan demikian senantiasa dapat menyesuaikan pada perubahan yang
belum sempat semua pihak dapat memahaminya untuk diberlakukan, disebabkan
peraturan tersebut, kurang tersosialisasikan, keterbatasn sumber-sumber pembiayaan,
serta dukungan dan peranan dari semua stakeholers, kemampuan kualitas sumber
daya manusia untuk memterjemahkan dan menjabarkan baik mekanisme, alur
perencanaan dan penganggaran jadwal pembahasan dalam penyusunan dari setiap
perencanaan pembangunan tahun tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sejauhmakah hal-hal
tersebut di atas, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi dapat memberikan kendala
dan hambatan dalam penyusunan perencanan pembangunan tahunan dengan
penerapan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kedudukan hukum sesuaikahi
dengan khirarkhinya dan juga ingin mengetahui faktor-faktor yang lain dapat memberi

pengaruh atas penyusunan dalam sistem perencanaan dan penganggaran dalam
UNIVERSITASMEDAN AREA

sas
AN



penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), RKPD, Renstra, Renja
dan RKA SKPD dengan dihubungkan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka
Pendek (Tahunan) yang berhubungan dengan anggaran, berkaitan dengan hubungan
hal tersebut, bagaimanakah para Aparat Perencana di propinsi dan Kabupaten/Kota
juga peran serta Stakeholders.untuk merumuskan dalam penyusunan rencana
pembangunan tahunan dimaksud. Oleh karena itu, sampel diambil secara total
sampling, sebanyak 65 orang. Yang terdiri dari unsur Bappeda Propinsi dan
kabupaten/kota, Perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unsur Muspida/DPRDSU,
Tokoh mayarakat, Agama, Pemuda, Adat, dan Perempuan, Lembaga Swadaya
Masyarakat dan organisasi masyarakat

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode korelasional dengan
menggunakan korelasi melalui wawancana dengan Diskripsi yaitu; untuk mengetahui
sejauh manakah mereka mengetahui, mendukung dan berperan dalam penyusunan
perencanaan tahunan provinsi Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum sepenuhnya menerapkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyesuaikan kedudukan hirarki
hukum yang berlaku di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota, oleh karena itu menurut
hasil pembahasan dan analisis penelitian diperiukan kaji ulang atas beberapa peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang penyusunan rencana pembangunan
tahunan dan juga masih ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi termasuk
mekanisme, alur dan jadwal yang telah ditetapkan mengalami keterlambatan baik yang
menyangkut penyusunan perencanaan maupun penganggaran. maupun didalam
pelaksanaan pembangunan tahunan. Oleh karena itu perlu upaya untuk mensinkronkan,
integrasi serta sinergitas dalam semua komponen yang terlibat didalamnya sehing
rencana pembangunan tahunan tersebut dapat berjalan dengan baik.
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Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pemerintah meletakkan komitmen
politik untuk memperbaiki kualitas pembangunan manusia Indonesia mulai
dari penataan sistem perencanaan pembangunan yang melibatkan peran
serta prosesional masyarakat dan pemerintah daerah sejak dalam tahap
perencanaan sampai pemanfaatan, pelestarian dan manajamen feedback.
Manakala Undang - Undang itu dilaksanakan secara konsisten, maka apa
yang dibangun senantiasa didasarkan pada kebutuhan nyata manusia
Indonesia yang multiposisi baik sebagai makhluk, individu, orang dan
penduduk maupun sebagai masyarakat, rakyat, warga bangsa dan warga
dunia atau pun komunitas global.

Melalui Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, bangsa Indonesia secara tegas menghendaki agar di tengah
euphoria reformasi sistem pemerintahan sentralistik menuju
desentralistik, pemerintah daerah dan masyarakat serta seluruh elemen
stakeholder pemerintahan daerah harus mengarahkan berbagai kebijakan
dalam kerangka implementasi kebijakan otonomi daerah pada percepatan
perwujudan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas
pelayanan publik, keberdayaan masyarakat dan optimalisasi peranserta
masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan demikian, perencanaan

pembangunan manusia Indonesia yang lebih berkualitas melalui kebijakan
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otonomi daerah dimulai dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat
sehingga dapat berperan aktif menjadi subyek otonomi daerah itu sendiri

menuju suatu daerah otonom yang berdaya, mandiri dan sejahtera.

Pencapaian tujuan otonomi daerah yang demikian diarahkan melalui
penerapan prinsip, asas, tujuan dan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah otonom yang konsisten dan yang didasarkan pada
potensi sumber daya dan perkembangan masyarakat desa dan kelurahan
masing - masing. Untuk itu, setiap pemerintah daerah wajib menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah otonom indikasi
jangka panjang dan menengah pada intinya mengatur visi, misi, arah
pembangunan, program kerja kepala daerah, arah kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program
satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan
program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
kerangka pendanaan. Dokumen rencana pembangunan daerah ada dua
yakni RKPD dan Renstra - SKPD. RKPD memuat rancangan kerangka
otonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
perangkat daerah otonom. Dengan demikian, perencanaan pembangunan

daerah otonom erat terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan
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